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P U T U S A N 

Nomor 451/Pdt.G/2022/PA.Plk 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

RUMINA binti NURDIN, tempat tanggal lahir Paharangan, 12 April 1993, NIK. 

6306085204930004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan G. Obos, RT 

003 RW XII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota 

Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat; 

melawan 

REDI SAPUTRA bin KURSANI, tempat tanggal lahir Amuntai, 13 Februari 1992, 

NIK. 6310091302920002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Dahulu Pedagang, tempat kediaman di Jalan Paharangan No. 03 

RT 002 RW -, Paharangan, Daha Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan, 

Kalimantan Selatan, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 

November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya 

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 451/Pdt.G/2022/PA.Plk, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 M. bertepatan dengan 11 

Zulhijjah 1435 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha 

Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta 

Nikah Nomor 0273/013/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di 

rumah orang tua Tergugat di Desa Daha Utara selama 4 tahun, dan selanjutnya 

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Daha Utara sebagai tempat 

kediaman bersama terakhir; 

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, 

bernama Ahmad Rifat bin Redi Saputra, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 18 

Juli 2016;  

4. Bahwa sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak 

harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang 

terus menerus disebabkan antara lain:  

a. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat;  

b. Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;  

c. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar 

kepada Penggugat;  

d. Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat; 

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 10 Agustus 2018 karena Penggugat 

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara 

Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 4 tahun ; 

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk 

merukunkan Penggugat dan Tergugat;  

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan 
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untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah 

sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh 

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan 

alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya; 

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

PRIMER: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (REDI SAPUTRA bin KURSANI) 

terhadap Penggugat (RUMINA binti NURDIN); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

SUBSIDER: 

Mohon Putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil 

atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas nomor 451/Pdt.G/2022/PA.Plk 

tanggal 25 November 2022  telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak 

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, 

maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;  

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup 

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi 

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di 
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persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat 

didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat 

bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti Surat. 

− Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/013/X/2014 tanggal 06 Oktober 

2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh 

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah 

di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf 

Ketua Majelis;  

− Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 357/MTG/JKR/04/XII atas nama 

Penggugat yang dikeluarkan oleh Ketua RT.04, RW XII, dan diketahui oleh 

Lurah Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti 

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2.  Bukti Saksi. 

Saksi 1, H. Hamliani Bin Basuni, tempat tanggal lahir Negara, 01 Januari 

1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di 

G.Obos No. 146 RT. 002 RW. 012 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya 

Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

paman Penggugat;  

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang 

sah;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah 

orang tua Tergugat di Desa Daha Utara selama 4 tahun, sebagai tempat 
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kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak 

yang bernama Ahmad Rifat bin Redi Saputra;  

- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 

2018 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman 

bersama;  

 
Saksi 2, Mahyuni bin Hasan, tempat tanggal lahir Sei Punggu Baru, 02 

Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat 

tinggal di G.Obos No. 146 RT. 002 RW. 012 Kelurahan Menteng Kecamatan 

Jekan Raya Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan 

yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

tetangga Penggugat sewaktu tinggal di Desa Daha Utara;  

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang 

sah;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah 

orang tua Tergugat di Desa Daha Utara selama 4 tahun, sebagai tempat 

kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak 

yang bernama Ahmad Rifat bin Redi Saputra;  

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga 

mereka tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;  

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat 

bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;  
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

karena Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak 

kepada Penggugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering 

mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat pernah 

mengucapkan kata talak kepada Penggugat;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 

2018 sampai saat ini karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman 

bersama;  

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi 

berkomunikasi;  

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi 

memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan 

Penggugat lagi;  

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dengan 

menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak 

berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;  

 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan 

tanggapannya; 

Bahwa, oleh karena Saksi 1 tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi 

karena tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Tergugat, 

maka Pemohon diperintahkan oleh majelis untuk menghadirkan satu orang saksi 

lainnya; 

Bahwa, atas perintah majelis tersebut, ternyata Pemohon menyatakan tidak 

sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan 

memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis 

Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan 
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sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam putusan sela nomor 

451/Pdt.G/2022/PA.Plk. tanggal 13 Desember 2022 yang amanya berbunyi sebagai 

berikut: 

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap 

(suppletoir); 

2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;  

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun 

lagi dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang 

tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir 

sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana 

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah 

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya 

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus 

dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan 

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat 

diperiksa dan diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Tergugat mengajukan gugatan cerai adalah 

karena sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak 
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harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang 

terus menerus disebabkan antara lain: Orang tua Tergugat sering ikut campur 

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang memberikan 

nafkah yang layak kepada Penggugat, apabila terjadi pertengkaran, Tergugat 

sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat pernah 

mengucapkan kata talak kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada 10 Agustus 

2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan yang 

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat 

tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, 

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan 

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi. 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi 

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta 

autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, 

maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut 

menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 

Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka 

bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti 

bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah 

pada tanggal 06 Oktober 2014, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita 

angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk 

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah 

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta 
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otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota 

Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. 

Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;  

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: H. 

Hamliani Bin Basuni dan Mahyuni bin Hasan, keduanya telah memberikan 

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa saksi 1 yang bernama H. Hamliani Bin Basuni adalah 

orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, 

keterangan saksi secara materil tidak relevan dengan dalil-dalil yang hendak 

dibuktikan oleh Pemohon, maka saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil 

sehingga keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa saksi 2 yang bernama Mahyuni bin Hasan adalah orang 

dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, 

keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan 

oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, 

maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan 

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; 

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan dua orang saksi 

namun hanya satu saksi yang dapat diterima, maka satu orang saksi yang dapat 

diterima tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal 

pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas 

yang menyatakan “Unus testis nullus testis” bahwa satu saksi bukan saksi, 

sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon belum seluruhnya 

dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada kemungkinan 

untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa 

yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 

Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat 

buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka 

persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon; 
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) 

yang telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil 

sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan 

putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang 

sudah ada; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan 

keterangan saksi 2 yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir) 

Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan 

sebagai berikut: 

− Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada 

tanggal 06 Oktober 2014; 

− Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

dikaruniai seorang anak, bernama Ahmad Rifat bin Redi Saputra  

− Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran suami istri;  

− Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena Orang tua 

Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, 

Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, apabila 

terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada 

Penggugat, dan Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat; 

− Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat 

tinggal sejak 10 Agustus 2018 dan meninggalkan kediaman bersama adalah 

Penggugat hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 4 tahun; 

− Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak berkomunikasi lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan 

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah 

tempat tinggal sejak Agustus 2018 hingga sekarang, maka hal tersebut 
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menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat 

telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 

1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa 

berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi 

telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak 

Agustus 2018 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak 

pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik; 

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara 

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan 

nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak 

berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu 

menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat 

didamaikan; 

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk 

didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, 

maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah 

(broken marriage); 

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat 

dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu 

membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, 

sebagaimanayangdimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Jo. Pasal 3Kompilasi Hukum Islam danal-Qur’an surah ar-Ruum ayat 21, 

maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untukdipertahankan karena hanya 

akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi 
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kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatanyang lebih besar, 

maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan 

tersebut; 

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah 

sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 

halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah 

sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 

halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: 

اذا ادعت الزوجة اضرارالزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من 
 القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan 
kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk 
bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada 
hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya 
dengan talak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan 
antara keduanya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, 

maka pengadilanberpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan 

sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; 

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, maka 

gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan 

talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar 

putusan di bawah ini ; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara 

dibebankan kepada Penggugat; 
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Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1.  Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;   

2.    Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;   

3.    Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (REDI SAPUTRA bin 

KURSANI) terhadap Penggugat (RUMINA binti NURDIN);   

4.    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).  

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I. 

sebagai Ketua Majelis, Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. dan H. Muammar, S.H.I., 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu 

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim 

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiana Indah, S.Ag. sebagai Panitera 

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.  

 

Ketua Majelis, 

 

 

ttd 

Drs. H. M. Azhari, M.H.I. 
Hakim Anggota 

 

 

ttd 

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. 

Hakim Anggota 

 

 

ttd 

H. Muammar, S.H.I. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 451/Pdt.G/2022/PA.Plk. Halaman 14 dari 14 

 

Panitera Pengganti, 

 

ttd 

Hj. Mardiana Indah, S.Ag. 

Perincian biaya : 

− Pendaftaran 

− Proses 

− Panggilan 

− PNBP Panggilan P+T  

− Redaksi  

− Meterai 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

30.000 
50.000 

150.000 

20.000 

10.000 
10.000 

− Jumlah Rp. 270.000 

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)  

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


